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UNDANG-UNDANG PENCAKOKAN ORGAN TUBUH DAN
KONSEP KEMATIAN DI JEPAT\G

(Perspcktif Sosiologi Hukum)

Oleh:
, Dr. H. Azhaa SH.,LL.M.,LL.D

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Tul is.tn ini berlujuan untuk melihat perkembangan pengaturan
pencangkokan orgun t buh.li Jepang. Pertama kita al,.an melihat bahwa pengaturan
tenlang pencan?kokan organ tubuh di Jepang pada akhii tahun l990an. Kemudian
mebahas defnisi kematian <.li Jepang dalam perspektif sosiologi hukum. Terhahir
menbahas tenlang kenatian olak dalanr konsep undang-undang yang berlaku di Jepang.
Kala kunci: P€ncangkokan organ tulruh, konsep kematian.

Pendahuluan

Pada Tahun 1997, dalam sidang paripurnya yang ke 140, Dewan
Perwak i lan  Rak la t  Jepang.  (Se lan ju inya  akar  k i ta  sebut  dengan D ie t )
mengesahkan suatu  undang-undang baru  ya i tu  Undang-undang ten tang
Percakokan Organ Tubuh (I.uu,no. 104), selanjutnya akan kita sebut dengan
Undang-undang No. J04. Undang-undang ini mengesahkan perpindanan organ
tubuh dari mayat termasuk otak dalam kondisi tertentu untuk tujuan transplartasi/
pencangkokan-' Undang-undarrg No.l04 nrendefinisikan mayat yang otaknya
mati apabila dinilai relah mencapai suatu tahapan dimana mekanisme dari
keseluruhan otak, t6rnrasuk batang otak dianggap tidak berfungsi lagi.:
Nampaknya Undang-undang No.104 ini mengarrdung kelemahan disana sini.
Sebagai contoh, Undang-undaug ini mendefinisikan kematian otak (noslri) sebagai
kematian maDusia, terbatas pada pencangkokan. Walaupun, pertanyaan timbul
terhadap isi dari undang-undang dan kenyataan bahwa undang-undang telah
mendefinisikan kematian. Apakah yang menjadi definisi hukum dari kematian?
Apapula yang disebut mayat? Apakah kenatian otak yang menentukanDya?
Selanjutnya bahwa undang-undang tersebut mengenai pencangkokan organ tubuh
juga menirnbulkarr pertanyaan. Apakah yang mentpengaruhi, sebagai contoh,
keberadaan definisi kenratian otak dalam peraturan di bidang hukum lainnya?
Sehubungan dengan hal tersebut pencangkokan jantung selama ini dianggap
sebabagai sesuatu yang tabu kalau kita kembali ke kasus Dr. Wada, yang telah
mencoba nrelakukan pencangkokan jantung pada tahun 1968.r Seharusnya

I Undang-Undang Nonror 104 Tenlang Pecangkokan Organ Tubuh Taiun | 997. pasal6 Ayal ( I )z Undane-Undang Nomor l0.l Tenrana Pecangkokan Organ Tubuh Tahun 1997. pasat6 Ayar (2)' Susumu Kornarsu 2000. ZoAi ishoAuho (Undang-undang Transplanrasi). Tokyo: Faliultas
Hukum Universitas Daito Bungka. hlm.20.
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perlu penjelesan lebih lanjut mengenai masalah ini, dengan semangkin
berkembangnya teknologi transplantasi/pencangkokan kedokteran. Jadi nilai-nilai
yang ada dalam Undang-undang No.l04 ini perlu direvisi. Seharusnya ada revisi
lebilr larrjut terhadap Undang-undang No. I04 ini, namun hal ini sulit dilakukan
karena undang-undang ini baru beberapa tahun diberlakukan. Tulisan inijuga
tlertujuan untuk membahas dan menganalisa definisi kematian dalam Undang-
undang No.l04 ini.

Sebenamyadefenisi kematian banr mula menjadi pembicaraan yang hangat
di negara nraju setelah pertengahan abad ke dua puluh. Sibelum adanya penemuan
terhadap alat pemapasan buatan, biasanya untuk metrentukan kematian sescorang
dengan cara memeriksatiga taoda kematian: Ketidak beradaan detak nadi, ketidak
beradaan pernapasan, dan membesarnya pusat lensa mata. Walaupun, dalam hal
ini pasien yang mempergunakan alat bantu pernapasan, mekanisme otak telah
rusak dan sekaligus tidak berfungsi lagi. Bilamaqa pasien tidak bisa bernapas
sendiri, harus dipasang alat bantu pernapasan: dengan disuplai oksigen,jantung
tetap berdetak dan sirkulasi darah dalam tubuh berjalan lancar. Tubuh panas dan
kulit tetap elastis. Hal ini sangat berbeda dengan mayat biasanya. Kita dapat
nrelihat bahwa badan tersebut masih hidup, Kondisi ini mungkin biasa berlangsurrg
bebelapa hari atau bulafl, balrkan ada beberapa kasus tercatat dalam keadaan
denrikian bisa bertahan 200 hari.4 Walaupun demikian, dengan kondisi dcrnikian,
maka pasien akan mati tatrpa mengalami kegagalan jantune hetrerapa merrit
setelah alat bantu pemapasannya dimatikan.

Sebelurn ditenrukannya alat bantu pertrapasatr dan sistenr pendukurrg
kehidupan. beberapa rrrenit setelah lrekanisme dari kesclur.ulran otak ridak
berfirngsi, pernapasarr berheuti dan jantulgpun berhenti berdetak. Berhenti
berfirngsinya oiak diikutioleh berhenti berfungsinyajantungdan paru-paru. Tetapi
derrgarr diternukannya alat bantu pernapasan, berhentinya fungsi otak (kernatian
otak) dan berhentimya pernapasan (kematianjantung dan paru-paru) teriadi dalam
wal(tu )'ang berbeda. Hal ini rnenimbulkan banyak permasalahan.

Selanjutnya, <iengan dengan kemajuan teknologi kedokterar yang sangat
pesat dalam bidarg pelcaugkokarr, hal ini memungkinkan metrgganti bagiarr dan
organ tubul'r lainnyaseperti hati, paru-paru, l iver, pangkreas,jantung dan kornea
mata. yang berfungsi rrormal- kemudian rusak atau yans harnoir.t idak ber.fungsi
sama sel<ali, dengan organ dan bagian tubulr dari orcng lain meialui pencangkokan.
Hal yang penting dalam peucangkokan organ dan bagian tubuh adalah dorratur
organ dan bagian tubuh untuk tujuan pencangkokan. Kenrudiarr. yang sangal
pentrng agar pencangkokan berjalal lancar, diperlukan organ tubuh yang baru
dan segar dalarn hal pencangkokanjantung. Terhadap kasus perrcangkokaD jantung
diper.lukan pra-kond isi jantung sebelum kematian. Persyaratan ini rnerupakan
salah satu syant untuk menerima apakah kernatian otak adalah kematiat
seseorallq.

r Tonrila Koichi.2000. Noshisha knrn no zoki ishoku ni kansttite o ho rokuio no mon.leit.h

Setelah k i ta rrcngenir I  tcntang apa ) 'ang tcrkadulrq dalanr U nciatr.r-u ndang
rro. lO-l tctsebut. nraLit dapert diruirtrsLal tnasit l :rh sctragai hcl ikut:

i r .  \ p i l ) angn rc l ) j ad idc l i r r i s i kc rnu t i a t t r L i l l t t t pe l spe i . . { i l s , ' . j . , k r . l i  huku rn ' . '
I  i l , r 3a i r i r . ; , 1 ; r  r l c l l r i s i  l i c r r r : r t i l r r  r j r cn r r r  r r l  [  ] n ( J : l r $ - l  r , l r : . . :  Pc rcu r {Lok l r r

{  l r a i l n  \ . , ' .  i 0  l l

i t , , i i t : i t i  i . i ' r t t i t i , t r t  t ! t l un  pc rspe ! , i i l  t , ; , i , i i  , ' ,  i , , '  , . t t

l ) r r l l r : i  h i r l l ' r r r . r  hL rkun r .  l l r l  i ! r i  l ) i . i r  ! l r l i r r i , l  r r i r  l . . r h i . : r  r iP : ;  r r r r r g  i l i s c l ' r i l

d cn r ' ' J r r t r  Lc i t r ' r 1 i : i r r  1 i ( ! ; l l , , i ;  pc rdc l ) t ! t LJ r r  \ ( , i i , r ' i l  r r t ( r . . i : r l i r r t t . : c t ' e l r r n r  r t t r r r c , t l i t t r :
' . r : r ( , l l i , ! r  l . . . r r : l l ! . ' r ,  r ' l l l i '  l ) i r l i r n t  l : r r l r n ,  I ' r , l l t r ' , '  t . , ' r . ' r l t r h  l t i , l r r n  i l : t r ,  t r r , r l i  l i , l h , j l
l r r . ' r L i r i l . r r  < l c r r r : ; r r r  i . c j : l h l l l ' l | l  ( l i r r  l c l r l r , l i l l i . ; r f , r l i i r r . , ' i r ; r ! i i i  . L t l i r i  r r \ ; r l , l a ; :  i r l i h i r

r l r r r - i  l i c l t t r t l t r ; - . r t r t  ' . ' : . c l i r n !  . \ u  j t l  ! l c l r i r l L r l ' l r t r  ' e . . c , , t ; r t , t , l i L c r t r r l  r l . - ' ' r ! l a r r  ke la l r i r a r .
, l i . r i r r i  l c t r r k  h r r k r r r r r  f c l t l a t l r - l eP r r r rgn rc r rL r rL r r r  kc l . r l i i l r r r  seb i rL t i r i  se reo r - i r r r g .  l ) a l i r r r r
I r uku r l  l . c l ah i ra r r  i r da l l h  p i r t l a  saa l  l L ' l r r s  t c r l i r h i r ' l , a r r  t l a l i  t r r buh ibu r l u (akh i t c l a l i
p roscs  rnc lnh i r kan ) .  l l an la  pada  saa l  i l L r  l i dak  l . c r r r l i  l i . t t r s  t l i a k r r i  n r c r r j ad i  o rang
c la l a rn  hukun r  pc rda la .  l ) a l a rn  h t r k r rn r  p i r l i r na -  l i { r r s  c l i i r ngcap  sub i ck  l r t r ku r r  pac la
\aa t  kc l ua r  da f i  l uhuh  i bu r r , , - a . ,  d i n rana  pada  l ah lpan  i n i  a t l a  kc r r rungk in l u
rr lc.rn baha'.,aka n I ul)uh <1an ny arva dari i rnakIangdilahirkarr;cbagai r i rrrg cl ianggap
, ) r r ng  \ r r r g  t c l p i sah  d i r l i  i l . r r n ) : r  { l as r rn  a r l i r r r r i r  f t ' r h r r l a l l r r  i ! n l i r f i r  / - l c l i n i s i

ke la l r i r an  da lan r  h r r ku rn  p idana  c l an  huk lu r  pc r ' ( l a1a .  l ung r  r r cn laku i  scs r -o rang
cl ianggup subjck hrrkunr plcia tnhap!n \ rni:  b,:r ' fuclu i ialanr proscs kclah rr-an. proscs

d  i n rana  rasa  sak  i t  pc r sa  l i nan  dan  d  i akh  i r i  dcnsun  kc lL ra r r r r  a  l c l t r s  i i a r i  t r r buh  i t r r r
r a r r r : l  r r r c l i r l t i r ka r t .  r r l c r r c r r t l ) l 1k l r l  pc r ' bc . i i r a r r  i r n l a ra  l r t r ku r r t  | c r c i a l a  dan  I r uk rn r t
p i dana .  f ) a l an r  huku rD  pc rd l t a -  de l l n i s i  k c l l h i r - a r r  i l i l en t r r kan  c l a l i  i udu t  l l ak  dan
kerraj ibau sescolang sebagai sub.jck hukunr. l)alanr lrukLrnr pidana ditcntLrkan
dari sudut perl indungan hidup dan f isik rnarrusia dati  ibu dan tubulrnya.

Kcnrbal i  kernasalah kernatian scseorang. dapat dicatat bah'"va talrapan
in i  d i capa i  pada  saa l  r nasa  h idup  sudah  hab i s .  Sua tu  pc rbedaan  d ibua t  an la ra
"ken ra t i an "  da r i  t ubuh  sesco rang  yang  h idL rp  daD  ' ' k cn ra t i au ' -  da r i  r ' r r a l a t  bukan
lagi seseorang. Dalarn lrukum pidana. apakah orang tersebut Inati  atau hidup
adalah materi  dari  kejahatan i tu sendil i .  Jadi pernburruhan, peuyerangan yang

rneninrbulkan luka. darr pengrusakan mayat berbeda dengan kejal ' ratan. bi lamana
d ihubungkan  denga r r  de f i n i s i  kema t i an  da la rn  h t r kun r  p i dana .  D i  b i dang  hukL rm

Jeparrg lainnya, t idak ada perdebatan atau secara langsulrg mengatur terl tang
definisi  kematian.5

Narnpaknya ada perbedaan dalam teo[i  hukum pidana ter]tang kematian
seseorang sebelunr dan sesudah nrunculnya masalah kematian otak. Sebelunl
ada masalah tentang kematian otak. pusat perhatian terl ]adap metode untuk

menge ta l ru i  ke r ra t i an  r r r e l a l t r i  i den t i f i kas i  t e rhadap  tauda - ta r rda  v i t a l  yang

merandakan kenratian. dariDa(ia mendefi  nisikan kcrnatian i tu sendir i .

t  Pcr i t turan Mcnlcr i  Kcschalan . ia 
persal inan l  efhadap l la)  i .  Pt !sal  2.

Kcscirh leraaD No.42 Tahun 1917' fentang l -aporan

I
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^..^ ,^^-11|m"1,0t,., 
,ihatada tiga teori yang nrernbahas renrang kernatian seseorang.

1r^,:l^".:1lj:.r:o*.pertama 
mengatakan bahwl dengan berhenthrya detakjarrtung,

:1lIie-t]rudran 
teori yang mengatakan berhentinya penrafbsan, keduanya teori dirnanaNenratran berl)ubungan terhadap kegagalan jantung dan par-u_paru dalam

il.ill1l"']|<"" 
t "rti vitatnya. Disi;i k"."tiun ,"i"o, ung"t".tu;iJ"ng"n r."-uti"n

11],::9.":lt 
p"--paru Dalam pengenian kemaria 

 

irr i. [rerherrrinya jerak janrung
oan paru-paru sama dengan kematianjantung dan paru-paru, l angjLrga,ama oenganmatinya seseorang,jadi dengan demikian bcrhentiirya a. tak_lantLig jan Oertrentinya

l^T-,T:-T.f""g"i 
berarti yang rnenentukan seseorarig relah mati. llengan kataraln, Kenyataaunya rnati adalah secara biologi, kerrratian jantung dan paru-paru,

dan tcori berhentiltya detak nadidan ber.nufu.-ni".upakon .iunaor-y"ng ..n"tutun

i:lTjfl 
Terapi menurut leori yang ketiga, yu,lg ,r,"nggabungiu,r' L"tigu t"oriKernatran. walaupun kematian dil ihat dalam arti diluar bertrenti iungsi baik detaknadidan pernafasan, dan membersarnya rensa mate. Kriteria rnewakiri tradisional

teofl uotuk menentukan kematian. pengertian teori yang ketiga, berbeda dengandua teori terdahulu, dimana teori ketiga memasukkan "irn"U?r"rny" lensa matauntuk nenentukan kematian. pembesaran lensa mata adalah bagian dari mekanisme
dari otak..Sebelum timbulnya isu kematian otak, belum ada uiha yang dilakukan
mengrrngkap apa yang dimaksud kematian, dan masarahnya berhuLungan denganpraktek yang dilakukan dilapangan dengan kriteria tersebut diatas.

Dengan kemajuan alat bantu pernafasan, dengan clentikian. dimungkinkan
seoraug untuk tetap bertahan bernafas,jautungya berdetak dan sirkulasi darahDya
lancal dengan alat bartu rnekanik meski sebagai contoh batang otaknya sudalrtidak berfungsi lagi. Walaupun batang otak, yang-rnengarur p".nu6rarl, , iaul aupu,berfurgsi, alat batrtu pernafasarl meDcontoh ge.akuu-p".nufusan, oleh karena itumembantujantung dan paru-paru terus berfungsi. Korrdisi inirah disebut kemahan

:^:1: :l1l_*9"h T"ti. 
janrung dan paru-paru masih berfungsi, yang bersangkutan

terus lIdup, dan adanya perbedaan yang mencolok dengan waktu Lematlan organ
tubuh seseorang. Hal ini nrenimbulkan pertanyaan apafah pusien Jengan tonaisidemikian mati atau hidup.

Menurut teori kematian otak seseorang dianggap mati apabita otak
berhenti berfungsi. Diantara para ahli yang ,r,"iautui! *ori inii"rnpunyu,
pendapat yang berbeda tentang konsep mati dan metode menentukan kematian.
Untuk itu mari kita bahas perbedaan pendapat tersebut guna ,.,.,",rIp".1"t",
penggunaan beberapa term inologi dalam halkematian otak alntara laiLr:
a. Teorikematian otak secaratotaldan teorikematian batang otak (braln stems).

Orak terdiri dari hubungan Otak besar (cerebrurn), otalk kecil (cerebe um)
dan batang otak (brain stems), dau masing_masing bagian melakukan fungst yang
berbeda. Kematian otak menyeluru adalah suatu keadaan dimana seluruh baginan
otak tersebut berhenti ntelakukan furrgsinya. Menurut teori kematian otak
nrenyeluruh melihat seseorang diangap nrati apabila telah mencapai kondisi
tersebut diatas.

Sebaliknya teori kematian batang otak melihal seseorang itu dianggap
mati apabila apabila batang otak tidak melakukan fungsinya, yang berfungsi
mengatur perrrafasan dan fungsi jantung. Pendapat ini nampaknya cenderung
berat kepada aktivitas kehidupan seseorang.6

b. Teori kematian otak dan beberpa pendapat tentang kematian.
Walaupun dalam bidangakademik menerimabahwa kematian otak adalah

kematian, tetapi tidak ada konsensus tentang definisi kematian otak. Untuk itu
mari kita lihat beberapa pendapat lebih lanjut.

Pertama, kita m€lihat mayoritas pendapat dari Laporan Akhir Panitia
Kematian Otak, yang merupakan mayoritas pemikiran dalam bidang medis maupun
biologi. Mereka melihat seseorang sebagai "komponen organik yang sempuma,"
dimana menurut mereka bagian yang paling penting dari tubuh sebagai organ
yang berinteraksi satu sama lainnya, mempunyai hubungan, dan berbagi fungsi
dalam rangka menjaga kerja fungsi bagian masing-masing.

Pendapat tersebut ditentang oleh pendapat minoritas didalam kepanitian
yang menolak bahwa kematian otak adalah k€matian seseorang. Mereka
berpendapat bahwa argumentasi diatas dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan,
rasionalitas, ke Baratan, dan teori tersebut melihat manusia tidak beda dengan
nesin. Bagipendapat minoritas bahwa kematian harus dil ihar darr sisif i losofis-
etis, agama dan kontek budaya.T Tentunya sebagai seseorang yaug beragama
kita akan cenderung untuk melihat bahrva seseorang yang sedang sekarat,
menjelang ajal adalah belum mati.

Selanjutnya kita akan melihat sisi lain dari teori kematian otak, yang
mana dapat menciptakan bernbagai macam teorikematian. Sebelum penemuan
alat bantu pernafasan, pada saatjantung dan paru-paru atau otak tidak berfungsi,
maka akan diikuti oleh organ lainnya. Jadi tidak ada gunanya membedakan antara
kematian otak,jantung dan paru-paru. Dalam hal ini, me|igingatkan pada indikator
tradisional kernatian adalah memadai untuk menentukan kematian seseorang.

Untuk selanjutnya mari kita Iihat standar untuk menentukan kematian
otak. DiJepangdi kenaldeugan namaTakeuchi standar, yang merupakan acuan
untuk menentukan apayangdisebut dengan kematian otak. Standar inidikonsep
didalam laporan tim penelit i yang dibentuk olelr Kementerian Kesehatan dan
Kesejahteraan tahun 1985 tambaharr dalam tahun l99l yang berjudul "Noshi no
hantei shisbin oyobi hantei kijun" ( Standar untuk menentukan kematian seorang
anak dibawah umur 6 tahun). Ada lima kond isi persyaratan yang harus d ipenuh i
antara lain:

(l) Pasien dalam kondisikoma;
(2) Lensa mata telah membesar lebih dari 4 mm;
(3) Hilangnya respon dari reaksiotak;

' '  Fumiaki Uchida. 2002. Keiho kakuron (Teori Pidana)..  hlm.4.
7 Akira Ishihara. 2002. I toto seimei r inr i  20k r (Dua Duluh bahan kul iah tenlane hukum dan

bioleknolosi).h1m.4.
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senrsntar untuk tnerrreriksa kcnratiarr otak dan pcncangkokari.  Sctclah dua tahun
investigasi,  badan tersebut nrelaporkan dua pendapat ler l l : ldat) kental ian otak.
[,aporan tersebtrt n]encatat adanva pendapat yar|g Inayor i tas dan lninori tas.

D iba l i k  l a ta l  bc l akang  i n i ,  ada  kc ing in  c i i da lan r  I ) i c t  un ruk  n rcn rbua t
tundang-rrndang batu tentang l)encangkokan. Pada tahun 1994. rancangan utrdang-
undang tentang pcncalrgkokitn organ tubuh yang dibuat oleh anggota Diel d iajukan
kc Majel is Rendah. Rancangan undang-undang ini dibalras dengan ulet darr
nrenrerlukan rvaktu yang larna. yang menrbuat suhu pol i t ik rncnin!r! !r  rraoa saar



diantaranya. Jadi kematian otak atau berhsntinya jantung dianggap sama.
Sebaliknya rancangan undang-undang Kaneda henganggap kematian otak
sebagai kondisi masih hidup.'o Dalam pasal 7 ayat (tfU"iUunyl bahwa secara
hukum diperbolehkan tindakan memindahkan organ tubuh seseor4ng yang sedang
dalam kondisi kematian otak. Tetapi didalam pasalT Ayat(2) ditelaskan bahwa
sehubungan dengan pemindahan organ tubuh seseorang yang sedang dalam kondisi
kematian otak akan menimbulkan dampak yang iir iui terhaiap j iwa yang
bersangkutan. Dari pasal ini terlihat menganggap kematian otak sebagai kondisi
seseorang masih hidup. Oleh karena itu menurut rancangan undang_undang
Kaneda, bahwa pemindahan janturrg seseorang dalam kondisi kematian otak
dengan tujuan untuk pencangkokarr, dari pengertian tradisional memenuhi kriteria
penrbunuhan.  Namun karena pasa l  7  Ayat  ( l )  t indakan te rsebut  bukan
pembunuhan. Walaupun alasan ini ridak dapat diterima olehakal sehat. Disini
adanya nilai yang berlawanan antara hidup seseorang yangdalam proses kematian
(donor) dan hidup seseorang yang dengan menerima oiang tubuh, dapat terus
hidup- Bukan rahasia umum bahwa undang-undang tersebut t idak sah.

- Selanjutnya apa yang dimaksud dengan kematian menurut Undang_
undang Pencangkokan Organ Tubuh? Undang-undang tentang pencangkokan
Organ Tubuh tahun 1997 Pasal 6 Ayat ( I ) ini mendefinisikan obiek dari orean
tubuh yarrg dapat dipindatrkan dari rrrayar. terrnasuh jasati dari kentatian oiak.
Hal ini sama seperti kita ketemui dalam rancangan undanq-undang Nakavatna.
Waf arrpun- disin i urgkaparr "rubulr dari ,"r"orui,g;on* riati <,tak-\ lnoshi shit,t
nlorlo no ,thintai) diten|nukan. dan bukarr '.kerrratian otak" (noshilai). l ika
ungkapan tubuh dari seseorang vang mati otak berarti oranq mati. ketentuan Ini
dapat dianikarr nrenerinla kematian otak sebanai kematiun ,1."or",.,n- Kalau. ini
berarti orang yang bersangkutal dianggap hidup, sebaliknya dapat diirt ikan sama
seperti dalam rancangan undang-undamg Kaneda. Disini Undang_undang inidapat
di interpretasikan apakah termasuk atau tidak. kematian otak dalam definisi
umumnya. Jadi dapat diartikan kedua-duanya. Bagi yang melihar peraturan diluar
kematian otak dari defirrisi unlum dapat Inemperdebatkan bahwa term inologi sepeni"orang" (mono) dan "tubuh" (sintai) biasanya selalu digunakan dalam bahasa
hukum yang berarti orang hidup, dan bukan orang mati atau mayat. Sebaliknya,
bagian yang mengintepretasikan peraturan termasuk kematian otak dalam
definisinya, dapat rrembantah bahwa daiant tenn inologi hukum- ada ditemukan
semacam isti lab yang d isebut "orang mati" (sh ibosha) dan orang yang telah mati
(shiboshita mono). Keberadaan isti lah senracam itu, t idak berarti menunjukkan
balrwa orang tersebut hidup, dan kita ingat balrwa peraturan pada dasarnya relah
merobah rancangan versi Nakayanra, yang rnenelima kematian otak. Untuk
merobah lridup demgan ketnatian otak akan merubalr peraturan secara menoasar-

ffi shi to shinai xo^i ishoauho c o michi (I^ran
sctapak menuju Undang-undang Pcncangkokan. ) ,ang l idak mener ima kemarian otak sebaeai
kemat iau seseorang).  Tok),or l  l r i (su Bunka.hLn.8.

dan diluar batas yang d iterima untuk d i amandem etr. Mempertimbangkan hal ini,

rrengingat Pasal 7 dan aturar tambahan Pasal l l . uodang-undang ini t idak

nenggambarkan adanya hubungan antara kenratian dalaln arti umun dengan

keuratian otak. Hanya saja, kematian otak lranya dapat dianggap sebagai kematiarr

dalarn hal pencangkokan orgau tubulr, dan dinyatakan bahwa pada prilrsipnya

keadaannya bcradasarkart pcfaturan, dintatta ltarus rnerrdapatkan persetujuan

dari keluarga donor.
Scbclum seseorang dapat dinilai dalanr korrdisi kenratiau otak, disyaratkan

trahwa calon donor berkeinginan baik utltuk rnendonasikan organ tubulrnya dan

nrcnerinla keDutusan kcnratian otak. Kctcnttran ini diatttrdalatn Pasal 6Ayat(3)
yang nlaua tidak ada dalarn mncangan tl lrdallg-tl l ldarlS Kancda, tenlu sa.ja ada

dalarrr rancarrgarr Naka;anra. l lal ini ditaurbahkarl dalanr mngka lnclramballkan

rancangan se lama d igodok  d i  Ma- ie l i s  T ingg i  da la rn  rangka mendapatkar
persctujuan dari kedua Majelis. Bahkan apabila scsoorang b(,rkeinginan untuk

mendonasikan organ tubuhnya.jika keinginan utrtuk meneritna penilaian kematian

otak tidak diutarakan, t idak bisa dibuat keputusarr atas kenratian otaknya. Jadi

harus ditunggu sampai pada kondisi t idak adanya cl etak j anttrngnya, baru otgan

tubuhnya b isa  d ianrb i l /d ip indahkan.  Dengat t  ka ta  la in .  ke ten tuan te rsebu l
rnenrbo lehkan ca lo t l  donor  un tuk  nremi l ih  kerna t ian  mana yang akan d ip i l ih -

kemat ian  o tak  a tau  be lhcn t inya  dc tak  jan t " l r lg l l )a .  le |hadap ke tcn tua t r  in i

rnen in rbu lkan banyak  ker i t i k  bahrva  bag i  pendont  r  d ibe l i  hak  t tn t t rk  n renr i l i i r

kematiannya dengan cara ini. "

Kcs impu lan

S e t e l a h  d e l a p a n  b u l a n  d i b e r l a k u k a t r n y a  t J n d a n g - u n d a n g  t e r l t a n g
Pencangkokan Organ Tubuh. kasus petrcangkl-rkarr alggota tubuh seseorang yallg

dinilai sebagai kematian otak dilakukan. Pada TahLrrr 1999, tercatat ada empat

kasus yang sarta dilakukan di Jepang. Bagi pasien yaug butuh pencangkokan

organ tubutr ini merupakan kabar yang nretrggenr b irakan, dan sekaligus dapat

nren lbuat  ker ra juan da lam ha l  pencangkokan ba ik  obat  maupun tekn ik
pencangkokan itu sendiri. Namun, nasih banyak hal yang perlu dibahas mengelai
pengaturan pencangkokan organ tubulr khususnya undang-undang pencangkokan

organ tubulr, karena undang-undang tet'sebut dinilai sebagai hasil konrpronr i.

Dalam rangka untuk mernfasil i tasi dan menirtgkatkan jumlah donasi terhadap
pencar lgkokan organ tubuh,  adanya kecenderungan un tuk  memper lunak
persyaratan mendapat percetujuarl dari calon donor dan pihak keluarga para calon

donor. Akan tetapi apabila persediaan orgarr ttrbuh dengan sangat pesat

dikembangkan, tentu akan timbul masalalt terl ladap hak asasi calon pendonor.
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HAK.HAK KEAGRARIAAN ADAT IALAM POLITIK HUKUM
AGRARIA INDONESIA ERA GLOBALISASI

(Studi kasus eks marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan)

Oleh:
, Happy Warsito

Dosen Fakultas Hukum l,nivcrsitas Sriwijaya

Abstrak .' Scjal< :antan kolorti<:tl hingga Aini, ftak-llek Kaagrariuan Adat kurang
dialui kahcntdautulu. Seluin ilu. lvnea*uon .r'ttr'rz tliberikan hurryw sebatus p,'!tnsi
ekottanisnya sab.rqai usset rang duput .lintdeJAatkun scn!dksitrtdl nnutgkitt, hukan
sehag.ti .rsset )un,q l1urus diiialolu :e,len r*ict n rupa don dijuga kelesturiant.r,a. Buhkan
li Sutlr. arLr Scl.ltlt;. Jcng,Lti Jdlilt ltcnthun.qunun raiin Ordc Baru ntenganbil hak-
h(k Aeugruriuun nLtstur.tAul e.Jul unluk seldttiuLtv.t diserahkan kepada parct
pengusulta buiA nosiunul nuupltrt /.j'rit?g dettgan berbagai hd|, scbdgaitrtana lerjudi
atas huk ularatltanah ntarga pada nasvtral<at hultunt atlat eks Margu Benahat di
Strrnuteru Sclatutt. r'utrg selaniutnla dij.tdikan HTI, uulatpun tihdakdn terseh l
ditentang oleh vargd setcntpat serta LStl seperti LBIl dan ll/alhi.
Ka ta  Kdn r i :  Hak -Hak  Keag ra r i aan  Ada t ;  Po l i t i k  Hukum;  { ; l oba l i sas i ;  Asse t ;
l\tas'arakat Hukum -{dat.

l lMN sebagai l-enrbaga Hukurn baru yangdiintlodusil TJUPA din)'alakan
berasal dari Hak Ulalat Ntaslarakat / Pers('kutuaD Hukunr Adat } 'ang pada
tingkatan terl inggi dijadikan hak negara atas tanah sebagaimana dirurruskan pada
pasal 3. adalah cemrinan pola polit ik hukrirrr asralia nasionaldan befungsisebagai
pcdorrran dan aralr bagi pemer irltalr dan nrasr arakat indonesia urrruk benindak d i
bidarrg keagrariaan- Baerasarkan l-l\f l '* negara nrernpunvai 3 (tina) rresenang
untuk mengatur:
1... Penggulaan- persediaarr. peruntukan dan perneliharaan atas segala sumber

keagrariaan alau lata l ieagrariaanlruang:
2. HubLrngan hukum antala oraos dengan segala sumber kealrrariaarr atau hak-

hak keagrariaarr:
3. Hubungan lrukunr dan perbuatal lrukunr antara omng tentans segala sulnber

keagrariaarr atau lransaksi keaglrariaarr.

L e b i h  l a n j u t -  P a s a l  2  a y a t  4  U U P A  I n e n e n t u k a n  b a h w a .  p a d a
pe laksanaannya HMN dapat  d ikuasakan kepada daerah Swatant ra  dan
Masyarakat Hukun Adat, sekedar diperlukan dan tidak bertetrtangan dengan
kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Hal.ini senafas
dcngan rumusan Pasal 3 UUPA yang menelrtukan, balrrva dengan mengingat
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